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ABSTRAK

Setelah akta perceraian dikeluarkan namun ada akibat hukum yang harus
diselesaikan yaitu pembagian harta bersama yang harus dilaksanakan apabila tidak
melakukan perjanjian perkawinan . Sebagaimanasyang.penulis lakukan dalam
penelitian tentang pembagian harta bersama, dalam hal ini penulis mengambil
judul yaitu:Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisi
Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam hal ini penulis
mengamati pada pelakasanaan pembagian harta bersama tidak lah semua putusan
hakim yang sudah berkekuatan. hukum tetap(/inkracht van gewijsde ) dapat di
indahkan ‘oleh” penggugat” dan tergugat ,yang sudah’ di nyatakan. harta bersama
tersebut di bagi dua. Maka dari itu penulisi mengambil pilihan rumusan masalah
(1). Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
dalam putusan perkara no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr. (2) Apa Saja faktor
penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam
putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pb.

Metode hukum yang digunakan oleh penulis dalam.penelitian ini adalah jenis
penelitian observational research adalah metode penelitian lansung dengan
menggunakan-alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangakan tempat
penelitian ini berada di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1-A . Alamat,: jl.
Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, kota Pekanbaru,Riau.

Hasil yang didapatkan penulis didalam penelitian ini adalah suatu keputusan
pengadilan Agama yang sudah’perkekuatan;‘hukum tetap, dalam pelaksanaan
pembagian harta bersama pihak penggugat ataupun pihak tergugat ,tidak dapat
mengindahkan hasil putusan pengadilan dengan sempurna. Harta bersama yang
seharusnya dilaksanakan pembagian nya secara musyawarah ataupun kesepakatan
kedua belah pihak, fakta dilapangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara
ialah pelaksanaan tersebut dilaksanakan tidak dengan cara itikad baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan , pembagian harta bersama.
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ABSTRACT

After the divorce certificate is issued, there is something that must be resolved,
namely the distribution of shared assets that must'be approved and approved by
the marriage. Related article: Distribution of Joint Assets as a.Result of Divorce
(Analysis.of Case Verdict No: 0025 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. In.this case the
author asks for the implementation of the distribution of assets together with all
the decisions of judges who have permanent legal force (inkracht van gewijsde)
can be ordered by the plaintiff and the defendant;which has been declared joint
assets in the.two people:What are the Restrictions of Jeint Assets-due to Divorce
in case decisions no: 0025 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. (2) What are the factors
inhibitor of the implementation of the Sharing of Joint Assets as a Result of
Divorce in the case decision no: 0025 / pdt.G / 2017 / PA.Pb.

The legal method used by the author in this study Is a type of observational
research whichis a direct research method using data collection tools such as
interviews. Whereas the place of research is in the Pekanbaru Class 1-A Religious
Court. Address,: Jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Pekanbaru city, Riau.

The results obtained by the author in this study are a decision of the Religious
Courts that have permanent legal force, in the implementation of the distribution
of property together with the plaintiff or the defendant, they cannot heed the
results of the court's decision perfectly. The-jaint.assets that should be carried out
in a deliberation or. agreement between the two parties, the fact in the field that the
author gets from the results of the interview is that the implementation is carried
out not in good faith.

Keywords: Implementation, distribution of shared assets.

xii
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

memiliki . 1 3 A : a. Manusia

sebagai ‘mak il i i angat istimewa
dan semp
penciptaan d
tertentu. Tindak » vinan ma ang Maha Esa agar

kehidupan

Melan an da verkawinan salah.satu b ang pengaturannya
mengikuti p nanus syarakat. Dalam

perkawinan sudah @ ak 1aNa ertahankan anggota —

: an  para pemuka

. '& . 3 yang diberlaku pada

suatu masyarakat atau . @ ‘ )
[

pengaruh budaya dan lingk apun masyarakat itu berada serta

pergaulan masyarakatnya itu(Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 1).

Perkawinan seharusnya bertujuan dalam bentuk menjagakehormatan diri
(hifzh al-‘irdh) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara
kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an-nasl) yang sehat
mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami

dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan
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bersama dunia dan akhirat.(Nurhadi , 2018)Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974
dikatakan bahwa”perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Maha

memberikan ke an antare : rempuan yang
antaranya m perkawinan
adalah laki d pernikahan
meningkat ewajiban yang
telah diatu k  membangun

kehidupankeluarga i S antuni satu sama

yang beranggotakan ayah,ibu dan a anak. Seandainya dalam pemimpin di
dalam keluarga ialah kepala keluarga ayah ,bertindak dan dapat memenuhi apa
yang diperlukan didalam suatu anggota keluarga, ibu lebih berperan aktif dalam
melakukan pembimbingan kepadaanak-anak dan meringankan kebutuhan suami

sehingga lancarnya untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini.



Setiap dalam anggota keluarga antara satu dengan lainnya dapat memiliki
adanya hubungan secara tidak lansung yang tidak terpisahkan. Di rumah tangga
antara suami dan istri menjadikan bagian yang utama didalam keluarga,perilaku
rumah tangga menggambarkan.bagaimana manusia satu manusia dengan manusia
lain yang berbeda jenis kelamin menyatu membentuk kesatuan dalam
mempertahankan kehidupan. .dapat " menciptakan keturunan yang diharapkan
bangsa Indonesia. Apabilla tidak adanya yang namanya suami ataupun istri tidak
akan atau tidak akan terbentuk suatu keluarga dan masyarakatpun tidak akan
pernah ada untuk membentuk Kkesatuan yang lebihbesar vaitu suatu
negara.Peristiwa yang namanya suatu perkawinan memberikan suatu makna
kepada kita betapa perlunya adanya suatu perkawinan dalam.tatanan kehidupan

manusia (Hilman Hadikusuma, 1990, hal. 45).

Setiap yang namanya suami danistri menginginkan keutuhan keharmonisan
dalam berumah tangga, supaya yang dicapai dalam memperjuangankan untuk
mempertahankan ‘keutuhan berumah tangga, sebab. suatu hal tersebut dalam
keluarga biasanya akan. muncul’ suatu permasalahan yang bisa mengoyahkan
persatuan yang dibina,keharmonisan keluarga yang kuat bisa terancam dan
berujung kepada perceraian(Hilman Hadikusuma, 1990, hal. 46). Begitu banyak
rintangan untuk mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Yang
dimaksud tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material
semata,tetapi lebih cenderung terpenuhinya ketiga aspek nilai yang disebutkan
tadi diatas(nilai religi,sakral dan magis), dalam membina rumah tangga yang

diharapkan( Abd Thalib & Admiral, 2008, hal. 25).
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Pada saat perkawinan terjadi,persatuan antara harta suami dan harta istri
(alegehele gemeenschap van oederenn), apabila tidak membuat perjanjian apa-

apa. Kondisi tersebut berlansung dan sehingga tidak dapat lagi mengadakan

menjadi harta

(2) Harta bawaa arta benda yang

diperoleh adalah di bawah

(1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama
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Pasal 37

(1) Bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama di atur menurut

hukumnya masing-masing.

adat Jawa.
Harta ga suami isteri
selama me , a ali o 3 ah harta yang

dihasilkan g > - Ara Sunda, harta

tidak selamaya
akan ada juga
saatnya sua ) berumah_ tangga g ah jalan karena

perceraian,(M al. 2 um islam keinginan

ialahsuami mempunyai ha : etapi istri tidak memiliki hak
tersebut,bukan berarti istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti
melepaskan suaminya dari ikatan perkawinan. Upaya keinginan melansungkan
perceraian tidaklah segampang apayang pikirkan melainkan akan dipersulit
prosesnya karera si suami tidak semudah mengucapkap kata perceraian dan si istri

juga tidak segampang itu mintak diceraikan melainkan dilihat pertimbangan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

permasalahan dalam rumah tangga tersebut dan juga dapat dipertanggung

jawabkan.(Agafi, 2001, hal. 55-56)

Dalam upaya penyelesaian hak suami dan istri.diberi kesempatan dalam

Perad yar at - memberika nye apabila suatu
permusyaware enemukan jalan keluar tu perdamaian maka

dari itu

3)Dalam peraturan perundang - undangan No 7 tahun 1989 telah memberikan
kesempatan hak pilihan antara pemohon atau tergugat, jika seandainya akan
menggabungkan gugatan atau permohonan perceraiannya dengan pembagian
harta bersama atau akan menggugatnya tersendiri setelah pasca putusan

perceraian  berkekuatan hukum tetap. Dalam pengajuan pembagian harta

bersama adanya dua cara pengajuan gugatan atau permohonan yang diajukan
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bersama-sama atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tidak

akan terpengaruh.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada.umumnya menggunakan

cara-cara Ya alui pengadilan,
yakni ' Josiasi dan

mediasi. f clesa keta se edia , juga telah

Republik Inds 101 ? di Pengadilan

(PERMA C /a nyatakan  Me ara penyelesaian
sengketa § es [ dinga tuk 1 akatan Para Pihak
dengan dib

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

lingkungan :
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1. Peradilan umum

2 . Peradilan agama

akan pembagian

itentukan pada
bidang an pada bidang
yuridiksi ya atas yurisdiksi

tersebut ma asing me : 3 engadili yang

dijalankan eh ha ejaba ) as ﬂ sanakan fungsi
peradilan.

Untuk mel ban seorang hakim
adalah menyelidiki n hukum yang menjadi

penerapan hukum inilah yang dapat dibuktikan bagi para pihak yang
berperkara. Sebab inilah  hanya dapat dilaksankan  melalui pembuktian.
Pembuktian ialah sebuah tindakan dalam meyakinkan hakim yang menangani
perkara tersebut tentang adanya kebenaran dalil-dalil yang diutarakan di depan

sidang pengadilan, pada suatu sengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah
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berdasarkan undang-undang untuk menemukan suatu kenyataan yang benar —

benar terjadi suatu peristiwa tersebut.(Harahap, 2010, hal. 102)

Pasca perceraian.yang sudah bekekuatan hukum tetap akan membawa

mantan iste Yas : ergugat.Hakim

telah meng: gugata ggugat dalam f engadili harta-

harta yang ao E a ha -‘ 3 . penggugat sebagai
berikut:
1) Harta—

1. 1(satu) : o ebra Espass dengan

NF11C1C M/Ttahun pembua 011,isi slinder 109,1cc,warna hijau
putih,nomor rangka MH1JBH118BK022141,nomor mesin JBH1E
1022608,bahan bakar bensin,an M.Yasir RE.pulungan s.p.d.,M.H.

3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN,merk
kawasaki,type Ix150D (D Tracker),tahun pembuatan 2015,isi slinder 150
cc,warna hitam,nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor mesin

LX150CEPK2427,bahan bakar bensin ,atas nama mora rahmayuanda:
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4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk
yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi slinder 113 cc,warna

merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970,nomor mesin

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18. 2(buah) karpet merek samira:
19. 1(satu) unit televisi LED merek LG ukuran 32"
20. 1(satu) unit televisi merek LG ukuran 29”

21. 1(satu) unit DVD merek LG :

22. 1( satu)satu set sound system merek LG:

23. 1(satu) unit kulkas dua pintu merek politron warna abu-abu:

10
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2) Harta-Harta yang ada pada penggugat:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya,yang

terletak di jalan kaktus no.lv kelurahan B.Tanjung, kecamatan Datuk

7. 1(satu) set audio merek AIWA;

8. 2(dua)buah kipas angin tongkat;

11
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Uraian yang di atas adalah harta gono - gini antara pihak penggugat dan pihak

tergugat:

=L EY

bersama te )enggugat dan

sebagaiann di atas,maka
majelis hak membagi harta

bersama ters ahkanya kepada

i 34 € L Y

Berdasarkan uraian tersebut “di- atas,diketahui bahwa dalam pelaksanaan
pembagian harta bersama masih banyak terdapat permasalahan tersendiri, setelah
terjadinya keputusan hakim yang sudah inkracht van gewijsde atau berkekuatan
hukum tetap dan pada kenyataan dilapangan para pihak belum sepenuhnya

melakukan pelaksanaan pembagian harta bersama yang sudah berkekuatan hukum

tetap.

12
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Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pembagian
harta bersama penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih konkrit

yang berkenaan dengan pembagian harta sebagaimana yang tertuang di dalam

putusan perkara_nomo : ena itu  berdasarkan

0: 0025/pdt.G/2017/PA.pbr
b) Untuk mengetahui faktor—faktor —penghambat pelaksanaan
pembagian harta bersama dalam putusan perkara no:
0025/pdt.G/2017/PA.pbr
b) Kegunaan Penelitian
a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis

tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat dari perceraian

13
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b) Dengan adanya penelitian ini di harapkan menjadikan

pembelajaran bagi pembaca dan peminat dalam melakukan

penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

muncul da
klasik,isu-is sering o '} : - Jaturan nafkah dan
hukum wa

klasik.Dala

ngan suami istri
i dikelompokan
sebagai syirka t i Disebut sebagai syirkah
mufaawadlah sebab pen! ; ‘ gono-gini itu bersifat tidak
terbatas, apa saja ya ’n& c .w“-' dalam perkawinan mereka
LI 2
termasuk dalam harta gone san dan pemberian merupakan
pengecualian. Sedangkan harta gono-gini dikatakan dengan syirkahabdaan sebab

sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja

untuk nafkah hidup keluarganya.

Menurut M. Yahya Harahap, perspektif hukum Islam tentang gono gini
atau harta bersama serupa dengan apa yang disebutkan Muhammad Syah bahwa

pencaharian  bersama  suami  istri  seharusnya  masuk  dalam rubu’

14
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mu’amalah, akanternyata tidak dibicarakan secara khusus. Itulah disebabkan
karena pada umumnya pengarang kitab-kitab figh adalah orang arab yang pada

umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. dikenal adalah istilah

syirkah  atau

Silkan selama
adalah harta

ada masa ikatan

Harta kekayaan perkawinan adalah salah satu bentuk dari sekian banyak
jenis harta yang dimiliki seseorang. Dalam hukum islam ada dua pandangan
mengenai tentang harta bersama, pada pendapat pertama,apabila harta gono -
gini  tersebut merupakansyirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya
maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik

cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara

15



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing
pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama

itu dahulunya.Pendapat yang kedua, harta yang dihasilkan selama perkawinan

dikatakan sebagai kan suami atau istri
yang me : nama su : ) etak harta
bersama terseb:
- -
2
< w
-
o>

A3 )

&5

~

©
c
=]

=
QD
o
QD
jox
QD
=0
QD
-,

<

3
o
>
o
>
QD
=y
Py
@D

©
QD
o
QD

Isyarat dan penegasan ayat tersebut di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam

pasal 85,86,dan 87 berikut ini:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkOinan

adanya harta milik masing-masing atau istri.
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Pasal 86

1. Pada dasarya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri

karena perkawinan

ah penguasaan

alam perjanjian

gini.html, di akses pada 12 maret 2018 Pukul 17:01 WIB)

Dalam hal ini penulis akan menguraikan literatur yang membahas masalah
pembagian harta bersama ,diantaranya adalah :

Dalam skripsi “Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadian Agama
Kebumen no: 13/Pdt.G/2005/P.A.kbm™).Skripsi  ini  membahas:Putusan

Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm tanggal 04 Januari

17



2005 adalah perkara gugatan perceraian dari istri terhadap suami yang di
dalamnya memuat persoalan hadanah, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama.Namun berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Kebumen, beliau berkata: bahwa penyatuan harta dari bawaan masing-
masing suami istri tidaklah harus dibuat akta perjanjan. Hal ini karena pada saat
suami istri_melakukan perkawinan, disini secara tidak langsung sudah terjadi
percampurandari harta mereka.Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak
yang berperkara harusmenjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan
singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka Hakim mengkonstantir
dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkostantir dalam hal ini adalah
bahwa Hakim.melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang
benar tidaknyaperistiwa yang diajukan padanya.(Nugroho, 2008)

Skripsi Nuraini Hikmawati“Pembagian Harta gono-gini- Akibat Perceraian
Di Pengadilan Agama(Studi Putusan no.0008/Pdt.G/2011/ P.A.Sm.).Membahas
pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta
bersama no.008/Pdt.G./2011/PA.sm. Selain berdasarkan KHI juga menggunakan
dasar dalil nash al-qur’an dan surat al-an’am.ayat 164dalam penemuan hukumnya
,hakim menggunakan dasar hukum urfdan mashalahah mursalah.dalam
melakukan ijtihadnya,hakim menggunakan ijtihad qiyast sedangkan metode
ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad giyas,dimana hutang di-giyas-kan
dengan dosa karena mempunyai ‘llat yang sama berupa tanggung jawab yang

harus ditangguh oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri.hakim
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mentapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu
hutang.(Hikmawati, 2014)

Skripsi Unggul Yekti Wibowo”Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan
Perkara Sengketa<Harta Gono-Gini(studi kasus perkara no:,0310/pdt. g/2011/pa.
wt dipengadilan kulonprogo tahun 2011). Skripsi ini membahas:Penyusun
menyajikan pandangan secara. gariS| besar ‘tentang sengketa harta gono-gini dalam
perkawinan, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul,
yaitu pengertian harta gono-gini menurut Hukum. Adat, menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum serta
ruanglingkup,hak dan kewajiban suami isteri. membahas tentang proses penyelesain
PerkaraNomor:0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. sub ketiga akan .membahas tentang
pertimbangan hakim dalam menangani sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama
Kulonprogo.(Wibowo, 2013)

Skripsi Burhanudin “Studi Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama
Di Pengadilan Agama Sukoharjo.Skripsi ini membahas:Pembagian Harta Bersama
dilakukan atas dasar'Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak
suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing pihak berhak
atas Y2 (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya
harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya

bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama
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tersebut’2z (setengah) bagian untuk penggugat dan Y2 (setengah) bagian untuk
tergugat.(Burhanudin, 2013)

Muh. Sudirman dari Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

am Perkawinan Dan

yang lainnya mur : ah tangga : anaknya saja.
.(Mu

Anton al S ersitas Islam Riau pada

hal yang merupa
tersebut.(Candra, 2011)

Besse Sugiswati dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya pada,tulisan nya yang berjudul *“konsepsi harta bersamadari perspektif

hukum islam, kitab undang- undang hukum perdata dan hukum adat” membahas
tentang penegasan yuridis mengenai harta bersama serta dibandingkan dengan
hukum positif yaitu KUH perdata,kompilasi hukum Islam,hukum adat,untuk

pemperjelas prespektif hukum positif di indonesia.(Sugiswati, 2014)
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Evi Djuniarti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi ManusiaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta selatan ,pada

tulisan nya yang berjudul”’Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif

iperoleh  dari
pembawaan para pihak sebelum _- an bersama untuk
kepenting

Dari ure 3 i : ‘ neliti mengenai

naan pembagian

tidak sesuia dengan prateknya.Untuk itu penulis lansung terjun kelapangan
menyurvei kedua belah pihak dalam kepastian hukum mengenai keterkaitan
pelaksanaan ~ pembagian  harta  bersama  sesuai  dengan  putusan

n0.0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
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E. Konsep Operasional
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajamdan bermakna sesuai

dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian sebagai

perkawinan di

leh atas usaha

Ataang

mereka ata ‘ 1 A., 1995, hal.
200) F

z a sesuai dengan
hasil konkret ar dari pada hasil
suami,maka bag .besar.Tidak boleh suami
mengaku bahwa dale 3 A sama besarnya dengan
bagian istri. Begitu juga b : 3 besar dari pada bagian istri,

maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar dari pada kepemilikan
istri.Menurut hukum Islam tidak ada harta bersama dalam perkawinan,kecuali
suami istri menyetujuinya,dalam arti membuat syirkah atau perjanjian,tertulis atau
tidak tetulis.Untuk menyatukan harta yang mereka peroleh selama perkawinan

menjadi harta bersama.(Yahanna, 2014, hal. 417)
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini.termasuk kedalam jenis penelitian empiris dan di perkuat

terjun langs
cukup efekt
sifat peneli
dapatkan se

2. Lokasi Pene

Populasi adalah keselurt ukum yang memiliki karakteristik
tertentu yang ditetapkan untuk diteliti.(Soekanto, 1983, hal. 65)Pada tahap ini
seorang peneliti mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat
dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan
dengan obyek yang akan diteliti.Bila jumlah populasinya adalah besar,maka

langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara menyampel jumlah

populasi tersebut dengan catatan harus proporsional (minimal 30% dari jumlah
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populasi agar dapat terwakili).(Syafrinaldi, 2017, hal. 16)Dikarenakan kecil nya
populasi peneliti maka dari itu peneliti menggunakan metode sensus,metode ini

dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit,sehingga

Keterangan

Sensus

Sensus

Sensus

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian
lapangan (responden) yaitu hasil interview dengan keterangan dan informasi dari
kuasa hukum penggugat dan tergugat yang tahap proses pelaksanan pembagian
harta bersama , juga diiringi data informasi oleh Hakim anggota yang menangani

perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
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b. Data Sekunder
Data sekunder,adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang

mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang —

Wwawancara § W) adalan sua € suatu keterangan

untuk tujua nelitian de G anya : atap muka antara
pewawancara .~denga esponden/orang  ya , atau tanpa

menggunaka

akan diwawanca e i kua ‘ s ergugat dan hakim
oy

jenisnya berdasarkan masalah pokok. Setelah diuraikan dalam bentuk kalimat dan
disajikan poin perpoin dalam bentuk rangkaian kalimat kemudian dianalisis
dengan membandingkan teori yang berlaku didalam hukum Perkawinan dan KHI
dengan membandingkan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak yang diatur

dalam hukum perkawinan,buku bacaan dan pendapat ahli.
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7. Metode penarikan kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode

deduktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari data - data yang bersifat

umum kemudia an yang lebih khusus

dan kon of !ﬂ‘ ‘ ‘Hl\““ .@a 0, dari harta
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Undang — Undang No.1

tentang
yang menjelaskan ba . s ama awinan menjadi
harta berse perkawinan
dinyatakan dari masing —
masing ant: dalam bentuk
hadiah atau tara suami dan

istri tidak ) .Te ta apat mengambil

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing — masing. Terhadap
kata —kata yang disebutkan terakhir itu memang singkron dengan ketentuan pasal
2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing — masing agamanya dan kepercayaan

nya itu.(Setiawan, 2016, hal. 52-53)
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Dalam menjalin hubungan rumah tangga akan membutuhkan harta
kekayaan untuk kehidupan bersama baik itu kebutuhan keluarga maupun hidup

bersama ataupun kebutuhan bermasyarakat dalam perikatan kekeluargaan. Upaya

kebutuhan hidup ; i-ma ami 3 gunakan harta benda
atau suat V3 : u A pengaturan

Undang C /finan-Na: a macam harta

dibawa dalam
dan istri nya

ikut

dibutuhkan lebih dahulupermusyawrahan ke dua belah pihak antara
suami dan istri.

Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau
istrinya yang bersangkutan, demikian juga hutang. Masing —masing
suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap harta bawaan tersebut. Sesuai dengan isi pasal 36 ayat 2

28



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
menyebutkan, mengenai harta bawaan masing — masing suami dan istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

menyebutkan,
di harta bersama .

istri  dapat

dengan harta bersama mereka, maupun dengan harta bawaan mereka.
Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang
bertanggung jawab dengan harta bawaanya dan dengan harta bersama.
Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami.
Adapun yang menyangkut hutang suami atau istri, setelah perceraian

suami atau istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya.
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c. Hadiah atau Warisan

Azas yang berlaku umum di indonesia sehubungan dengan harta yang

diperoleh secara hadiah atau warisan, maka yang menjadi pemiliknya

akan diatur menurut hukumnya masing — masing dimana hal ini sesuai dengan
pasal 37 UU perkawinan. Di dalam penjelasan pasal 37 UU perkawinan dikatakan
bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan
diatur menurut hukumnya masing — masing, yaitu berdasarkan hukum adat,

hukum agama, dan peraturan hukum lainya.
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Undang — undang perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai
wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah

tertanam suatu suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama

dihasilka Q{Wna‘ ‘akan ime rta bersama

NE
yang dikembangkan am p : pEngemmb gan tersebut

akan menjadi.ha awinan Vi persama yaitu:

perceraian.
3. Harta yang dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua
harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi
harta bersama.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal
dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula

penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari
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harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan

dari harta pribadi suami — isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama.

Segala pengahasilan pribadi suami dan isteri. Sepanjang mengenai

penghasilan«pribadi suami.— isteri tidak-terjadi pemisahan, bahkan dengan

sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan
penghasilan pribadi suami = isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami

— isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas
harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan isteri
terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan
isteri tersebut.-manakala mereka secara bersama — sama atau salah satu dari
mereka melakukan suatu perbuatan hukum.(Judiasih, 2015, hal. 24-25)

Dalam hukum positif:yang berlaku di indonesia, tentang harta bersama di
atur dalam pasal 85 ayat tentang perkawinan Pasal tersebut terkesan memberi
rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, setiap harta
benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta
bersama. Tidak perduli siapa yang berusaha -untuk memperoleh harta kekayaan
dalam perkawinan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam
ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami
seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurusi anak dan mengatur rumah
tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau

kedua suami isteri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha
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tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta
bersama.(Anshary, 2016, hal. 29)

Dari pengertian pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang
diperoleh selama.dalamikatan.perkawinan.di luar harta warisan , hibah, dan
hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri
berdasarkan usahanya masing.-<masing merupakan milik bersama suami istri.
Lain halnya harta yang diperoleh masing — masing suami dan istri sebelum akad
nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing —
masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai
anak.(Ali, 2014, hal. 56)

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik UU perkawinan, KUH
perdata, maupun KHI. Segala urusan yang berkenaan dengan harta gono — gini
perlu didasari ketiga sumber, hukum positif tersebut, jika pasangan suami isteri
ternyata harus bercerai, pembagian harta gono — gini mereka harus jelas dan
didasari pada ketentuan — ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.
Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai
kaidah hukum masyarakat Indonesia sehingga ketentuan tentang harta gono — gini
tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum islam karena kedua macam sumber
hukum ini telah terintegrasikan ke dalam hukum positif.(Susanto, 2008, hal. 25)

Terhadab UU perkawinan tidak menyatakan jumlah banyaknya bahwa
seandainya terjadi perceraian harta gono — gini akan dibagi sesuai porsinya antara
mantan suami dan mantan istri atau bentuk jumlah lainnya. Sehingga berdasarkan

pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta gono - gini akan dilakukan
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secara sama rata. berimbang disini belum pasti sama rata, akan tetapi lebih kepada
sejauh mana masing — masing pihak memberikan kontribusi usahanya dalam
memperoleh harta gono -gini tersebut. Supaya menurut sebahagian ilmu hukum,

Kumnya masing —

terpikirkan” r 3 . ' ) Pembahasan
mengenai h ini dala , ak te dengan pembahasan

mengenai s S i rpendapat bahwa harta

adalah tentang syirkahitu sendiri. Jadi,tidak bisa dikatakan bahwa berhubung
masalah harta gono- gini tidak disebutkan dalam Al Quran, maka pembahasan
tentang masalah harta gono — gini menjadi mengada — ngada.(Susanto, 2008, hal.

50)

34



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Al Qur’an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan

tetapi dalam kitab — kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai

pembahasan harta bersama, yaitu disebut syirkah atau syarikah. Sebutan kata

inaan (perkongsian terbatas ) syarikah abdaan ( perkongsian tenaga )
syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh
(perkongsian kepercayaan).

Menurut mazhab hambali, syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah fill
mall (perkongsian kekayaan , dan syarikah fil uqud (perkongsian

berdasarkan perjanjian) .

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam islam
dapat dikatakan sebagai syarikah abdaan mufawadhah.(Judiasih, 2015, hal. 19)

Dijelaskan dalam buku “ hukum kekeluargaan indonesia” oleh sayuti

antara Sua 1 istri bisa 0 ialah percal purs harta gono -
gini yang S atauy i g winan atas usaha
suami atau

Dari irka j _- : -_ ek lihat praktek harta
bersama di masy esi ‘ ata )ahwa syirkah dalam

mengenai hé 2nda 3 ami ' an pada golongan

untuk harta peninggalan anak —anaknya kelak setelah meinggal dunia. Sedangkan
dikatakan syirkah mufawalah karna memang perkongsian suami istri dengan gono
-gini itu tidak terbatas , apa saja yang diperoleh suami istri tersebut selama dalam
ikatan perkawinan. Termasuk didalamnya harta warisandanpemberian yang
dengan tegas disebutkan untuk salah seorangdi antara mereka.(Syawali, 2009, hal.

76-78)

36



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari sudut asalnya harta pada suami isteri itu dapat kelompokkan pada
tiga golongan yaitu:

1. Harta masing- masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum

masing — masing ataupun harta yang dihasilkan oleh salah seorag suami isteri atas
usahanya sendiri — sendiri maupun harta yang dihasilkan salah seorang mereka
karna hadiah atau hibah ataupun warisan sesudah mereka terhubung dalam

hubungan perkawinan.
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Cara terjadinya syirkah dapat diadakan dengan cara mengadakan perjanjian
syirkah dengan nyata — nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah

lansungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari macam

peraturan —peru ahwa 3 ' salah seorang
suami iste
yaitu harta
tersebut.

apa nyata — nyata

a suami isteri itu

dapat pula te gan suami isteri.
Memang hanya dada harta kekayaan
yang diperoleh atas U .a ‘ 3 halib, 1986, hal. 83-85)

Meskipun hukum isla 3 engen rcampuran harta milik pribadi
masing — masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum
fikih tentang syarikah, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami —
isteri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan
suami isteri. Aturan di dalam hukum islam mengizinkan diadakannya perjanjian
perkawinan sebelum perkawinan dilansungkan perjanjian perkawinan sebelum

perkawinan dilansungkan berupa penggabungan harta milk pribadi masing —
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masing menjadi harta gono — gini, dan apabila terdapat perikatandidalam

perkawinan, maka perjanjian itu ialah sah dan harus dilaksanakan.(Judiasih, 2015,

siapapun.

Harta @ i dalam pe i - gkinan adanya
harta masing -1 J sua ; ‘j ‘- ] . a asing tersebut,
KHI menyebutke hwa tid  pe ' ran antz rta suami dan harta
isteri karna perka ! tidak menutup

Terhadap harta

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan pada masing — masing suami
ataupun isteri dan harta yang dihasilkan masing — masing sebagai hadiah atau
warisan adalah di bawah kuasa masing —masing, selagi para pihak tidak
menentukan lain. Suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum atas harta masing — masing berupa hibah, sodagoh atau lainnya.
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Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta
bersama seperti halnya yang diatur dalam UU perkawinan. Hal ini dapat dilihat
pada pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan
tidak menutup kemungkinan adanya milik pribadi masing.— masing suami dan
isteri.Pasal 86 Ayat (2) menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri, dan
di kuasal sepenuhnya oleh isteri;: demikian, sebaliknya, harta suami menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun
kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak
lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri
dibebankan kepadahartanya~masing — masing, sedangkan pertanggung jawaban
terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada
harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan
dibebankan kepada harta suami, demikian pula. apabila harta suami tidak
mencukupi maka akan dibebankan kepada harta isteri sehingga semua kewajiban
dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam
perkawinan, seperti halnya UU perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan
dalam pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan
isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
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bersama dalam masyarakat. Masing — masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan hukum.(Judiasih, 2015, hal. 17-18)

Menurut Prof. Subekti S.H di dalam soal ini pemecahan yang paling

memuaskan dan an s ndang ialah suami

selalu de “W\VA\“ .&a :
e@ tuk hutang-
bl

perkawin : ebaga a bers enal masalah harta

bersama dia

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya

sendiri.
Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya

yang ada padanya.
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Pasal 91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa

benda berwujud atau tidak berwujud.

z
i
f]
o
@

-t

(3) Bila harta bersama tidak mencu dibebankan kepada harta suami.
(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta
istri.
Pasal 94

(1)Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih

dariseorang, masing — masing terpisah dan berdiri sendiri
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(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),dihitung pada saat

berlansungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

(1) Den : : N pa , peraturan

istri dapat

n atas harta
salah satu

an harta bersama

(2) Selama masa sita de - dilakukan ‘_' 3 arta bersama untuk

hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama.
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Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing — masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

pasal 88 m

istri menge

kepada peng a0 2 5aia 1 engadilan ialah sebuah

pilihan.

Secara u a bersama dapat
dilakasakan apabil pengadilan. Maksudnya
, mengenai pendaftaran n segala bentuk bukti dapat

diproseskan jika harta tersebut diha elama perkawinan dan dapat ucapkan
dalam alasan pengajuan gugatai cerai(posita), setelah itu dibunyikan dalam
permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan(petitum). Tetapidalam
gugatan cerai belum menyatakan mengenai harta bersama. Untuk itu, pihak

suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan

yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama islam, gugatan tersebut
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diajukanke pengadilan agama di wilayah tinggal tergugat, sedangkan nonmuslim
gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.
Ketentuan tentang pembagian harta gono — gini didasarkan pada kondisi yang

menyertai hubun perkawi e i perceraian, dan

bungan suami
0- gini untuk
ur dalam KHI

2 separuh harta

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di
antara mereka, pembagian harta gono — gini diatur berdasarkan hukumnya
masing — masing. Ketentuan ini diatur dalam UU perkawinan pasal 37.
“jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing — masing adalah mencakup mencakup hukum agama,

hukum adat dan sebagainya. Bagi umat islam ketentuan pembagian harta
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gono — gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya

diatur dalam KUHper. Pembagian harta gono gini dalam kategori cerai

hidup untuk islam diatur berdasarkan KHI pasal 97,dalam kasus cerai

pendidikan anak serta menentukan hal — hal yang perlu menjami
terpeliharanya barang — barang yang menjadi hak bersama suami istri atau
barang — barang yang menjadi hak suami/istri hal yang sama diperkuat
dalam KHI pasal 136 ayat 2.

Apabiladiantara suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam

memanfaatkan harta gono — gini tentang hal ini, salah seorang dari mereka
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bisa saja meletakkan sita jaminan atas harta gono — gini tanpa melalui

proses gugatan cerai terlebih dahulu. KHI pasal 95 ayat 1 mengatur

bahwa, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c

pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar jawa dan madura diundangkan
pada tanggal 9 Oktober 1957 pada lembaran negara 1957 N0.99 untuk itu menteri
Agama RI pada tanggal 13 november 1957 mengizinkan ketentuann menteri
Agama nomor 58 tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama/

Syari’ah di sumatra. Dalam penetapan tersebut pengadilan agama ada yang
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beberapa di bentuk secara bersamaan yaitu pengadilan Agama / mahkamah
syari’ah bangkinang, bengkalis, rengat dan tanjung pinang.

Menurut dari hasil permusyawarahan dari alim ulama dan Cendikiawan
yang keberadaannya di Pekanbaru terhususnya diRtau untuk itu diusulkanlah
Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik,
anggota Mahkamah Syari’ah Sumatera:Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi.

Mengenai melansungkan pelantikan K.H. Abdul Malik diposisikan ketua
pengadilan Agama di pekanbaru secara hukum pengadila Agama telah berdiri.
Berdasarkan pelantikan tersebut untuk itu padatanggal 1 Oktober 1958 diputuskan
sebagai hari jadii Pengadilan Agama Pekanbaru..

Pada tahun 1963 pengadilan Agama pekanbaru berpidah kantor dengan
menyewakan rumah penduduk dii jalan sam ratulangi kecamatan pekanbaru kota
dan menumpang juga dikantor dinas pertanian pekabaru kota dan tahun itu juga
K.H. Abdul Malik meninggal dunia pada 1 januari 1970.

Dengan meningalnya almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pen-
gadilan Agama Pekanbaru digantiikan oleh Drs. Abbas Hasan yang pada waktu
itu hanya sebagai Panitera Pengadilan “Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar
tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di
Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama
Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan
menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang

pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.
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Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan
Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi

hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama

(2009-201 aus k ) Prs. Abu Thalib
Zisma (201 dan I 15 — Sekarang).

Pada sasa J ¢ @ t ﬂg‘ h Drs. H. Mas-

bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat
yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih
memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradi-

lan di Indonesia.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru
Tugas Pokok.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal

erubahan kedua atas

Fungsi mengadi

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
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umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53

ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor

KMA/080/V111/2006).

p pelaksanaan

KMA Nomor

Bt

SN A
:

lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52
A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pengadilan Agama juga memberikan kesempatan dalam bentuk hal
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan risetataupun penelitian lainya serta
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan

dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMAJ/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan

Informasi  di diakses pada 8

<4 eett '0.'

STTAS ISLA
ﬁ\‘“ﬁﬂ “2
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan

ama, ketentuan

dalam unda : :‘ atakan .: a kewe an-peradilan Agama

saian pembagian

mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa pada
pembagian harta bersama.(Muthiah, 2017, hal. 138-139)

Dalam  pelaksanaan  pembagian  harta bersama  Perkara No:
0025/Pdt.G/2017/P.A.Pbr, hakim sudah menentukan dan mempertimbangkan

harta- harta yang merupakan harta bersama dan memiliki kekuatan hukum yang

tetap  inkracht van gewijsdesesuai dengan hasil putusan hakim. Berikut
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diantaranya harta — harta yang sudah ditetapkan dan harus

pembagian nya adalah :

1.

8.

9.

dilaksanakan

1(satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan

1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna putih pintu slending.

1(satu)unit lemari pakaian 2 pintu warna putih pintu slending.

1(satu) unit lemari pakaian 3 pintu warna coklat dengan kaca ukiran.

1(satu)unit set tempat tidur ukiran warna coklat 6 kaki(ukuran no.1)

1(satu)unit lemari televisi ukiran bewarna coklat.

10. 1(satu) set kursi tamu model sudut.
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11.

12.

13.

1(satu) set kursi santai warna merah.

1(satu)set lemari piring panjang 1,5 meter keramik warna pink.

1(satu) meja makan bulat.

ganti rugi nomor 092/PHGR/DBT/2006 yang di keluarkan oleh camat

datuk bandar timur, kota tanjung balai, Sumatera Utara, dengan batas-batas

sebagai berikut:

a)Utara berbatas dengan tanah miswar husin..................... 20 M2;

b)Selatan Berbatas dengan tanah kapl.Eddy Syarif str.......20 M2;
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yang memiliki nilai kejujuran dan adil yang selalu dicita —cita bagi para pencari

keadilan.

penemuan hukum sebagai putusan hakim dalam artian khusus yakni seorang
hakim dalam putusannya baik dalam ratio decidendi maupun dalam obiter dicta
nya, berdasarkan keilmuan yang dimilikinya berkewajiban merumuskan
pertimbangan — pertimbangannya serta memberikan bantuan ilmu hukum bantu

lainnya,akan hal itu juga melibatkan filsafat hukum dan teori hukum lebih —lebih.
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Pada dasarnya hakim menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada.
Salah satu asas hukum acara ialah hakim dilarang menolak perkara, namun
persoalan akan muncul bila sesuatu perkara hukum tidak memenuhi aturan
hukum. Disinilah.-hakim dituntut.untuk mampu menciptakan_ hukum dengan cara
menggali hal — hal yang berkembang di dalam masyarakat. hakim dibenarkan
menyampingkan ketentuan pertaturan perundang.— undangan yang berlaku untuk
suatu putusan yang dirasa adil. Putusan hakim yang mengenyampingkan peraturan
yang ada ini dalam bahasa hukum dengan contra legem. Pelaksanaan nilai hukum
progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku
pada legalistik aturan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan diatas menurut hukum yang berlaku
pembagian harta bersama akibat perceraian masing — masing suami istri mendapat
bagian yang sama yakni seperdua bagian. Namun, demikian dalam kasus — kasus
tertentu ketentuan undang — undang tersebut harus dipertimbangkan lain semata —
mata untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan yang dirasa adil oleh pencari
keadilan.(Anshary, 2016, hal. 117-118)

Sistem menurut hukum. dapat “.juga  dilihat dari aturan-aturan yang
membatasi, kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu
berada untuk menjamin keserasian dan keadilan.(Hidayat, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mardanis selaku hakim anggota
yang menangani perkara 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr menyatakan, bahwa pada saat
perkara kedua belah pihak sedang berlansung dari pihak penggugat maupun

pihak tergugat tidak mengajukan permohon sita jaminan / sita marital secara
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sempurna untuk melakukan pengamanan dari harta — harta bersama
tersebut,menghindari dari hal pemborosan terhadap harta —harta yang dihasilkan
selama perkawinan. Permohonan sita jaminan dapat dilaksanakan apabila kedua
belah pihak mengajukan permohon kepada+ pengadilan;. dikarenakan pihak
penggugat dan pihak tergugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan,
maka dari itu pihak pengadilan hanya-melakukan pertimbangan — pertimbangan
hukum dalam hal memberikan kekuatan hukum yang tetap dengan menentukan
mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan merupakan harta
bersama. Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor:0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Dalam upaya pemeriksaan mengenai hal — hal kebenaran dari harta bersama
yang sudah di.masukkan para pihak dalam pokok perkaranya, terkait benar tidak
nya objek benda tersebut dari pihak pengadilan melakukan pelaksanaan
pemeriksaan di lapangan, dari benda bergerak 'maupun benda tidak bergerak
sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menetapkan
benda dan objeknya tersebut merupakan dari harta bersama. Sesuai dengan apa
yang diajukan oleh pihak penggugat dengan perkara
Nomor:0025/pdt.G/2017/PA.Pbr.. Dalam “upaya menentukan dan menetapkan
mana yang harta bersama, dalam pelaksanaan nya pihak pengadilan hanya sebatas
memberikan keputusan harta- harta yang harus dilakukan pembagian 50:50, akan
tetapi mengenai teknik pembagian yang kongkritnya itu diserahkan kepada pihak
penggugat dan pihak tergugat.(Wawancara Dengan Bapak Mardanis Selaku
Hakim Anggota Yang Menangani Perkara Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr ,

pada tanggal 28 Januari 2019).
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Sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang
bergerak atau tidak bergerak, milik penggugat atau tergugat untuk menjamin

adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Penyita

e

menjual lelang (€

d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.(Harahap,
M. Yahya, 2009, hal. 282)

Menurut Wildan Sututhi, sita( beslag ) adalah tindakan hukum pengadilan

atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan
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penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan
penggugat/kewenangan penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain
dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang — barang ( harta
kekayaan dari kekuasaan orang.lain ) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan
perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.(Wilda Sututhi, 2004, hal. 20)

Sita jaminan mengandung-arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu
putusan di kemudian hari, barang — barang milik tergugat baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlansung, terlebih dahulu disita
atau dengan kata lain bahwa barang — barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan,
diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang
lain.(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, hal. 91)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sukino selaku sebagai kuasa
hukum dari pihak penggugat-menyatakan, mengenai pelaksanaan pembagian harta
bersama, penggugat dan tergugat masih terdapat hal —hal yang harus dilakukan
secara kekeluargaan lagi, dikarenakan harta — harta tersebut bukan saja
menyangkut benda bergerak saja melainkan juga benda tidak bergerak.

Ada beberapa benda“ bergerak' yang.sudah di tetapkan menjadi harta
bersama tetapi keberadaan objek benda tersebut tidak ada ditempat kediaman
tergugat yang beralamat jalan garuda sakti KM Il perumahan UNRI. Berikut
diantaranya benda tersebut adalah:

1. 1(satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan

nomor polisi BM 1818 AQ, berwarna silver, tahun pembuatan 2000,

bahan bakar bensin
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2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda,
type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi slinder 109, 1cc, warna

hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin

ARy

FNURALNA

2\

dilakukan pe

Terkait " an oleh pihak
penggugat dan @0 rata atau 50:50 dari
putusan hakim, se dudukan lagi dari segi

adilan dari salah satu pihak.(Wawancara Dengan Bapak Sukino Selaku Sebagai
Kuasa Hukum Penggugat Pada Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada
Tanggal 24 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yasir RE. Pulunganselaku
sebagai pihak tergugat menyatakan, mengenai pelaksanaan pembagian harta

bersama sesuai hasil dari putusan hakim yang sudah inkracht van gewijsde,pihak
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penggugat telah melaksanakanpembagian sepihak dari harta bersama sebelum
adanya putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berikut diantaranya

harta yang dilaksakan pembagian sepihak adalah:

| »
g

o

g

e

)it

5
:g
o

>

16. 2(dua)lembar karpet merek samira ukuran 2x3.
17. 1(satu) set audio merek AIWA.

18. 2(dua)buah kipas angin tongkat.

19. 2(buah) karpet merek samira.

20. 1(satu) unit televisi LED merek LG ukuran 32
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21. 1(satu) unit televisi merek LG ukuran 29”

22. 1(satu) unit DVD merek LG.

23. 1( satu)satu set sound system merek LG.

dilakukannya

pembagian seca itif. Da 10 erdapat keinginan
yang harus did an lagi ‘- 3 -L :h_ kare peberapa objek
benda bergers ah diperu a uai yang telah
diketahui pi gugat dz jalin hubungan

rumah tangge

marital ini dapat diletakkan atas barang harta bersama dan harta milk istri.
Sita maritaal tidak hanya dapat dimohonkan oleh seorang isteri yang sedang
berpekara perceraian di pengadilan Negeri, akan tetapi juga seorang isteri yang

beragama islam yang berpekara perceraian di pengadilan Agama.
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Berdasarkan Undang — undang no.7 Tahun 1989 bahwa dipengadilan

Agama sudah ada juru sita yang melakukan penyitaan. (pasal 103ayat(1) d dan

pasal 103 ayat (1) e UU No. 7 tahun 1989.

,,h”

agi isteri atau
awinan selama

proses pe al 24 ayat(2)

2 EE

huruf ¢ PP.
perceraian

menentukan |

‘tang:

selama proses perceraian di pengadilan.
Lebih jelasnya pasal 186 BW menentukan sebagai berikut:
Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada

hakim akan pemisahan harta kekayaan,akan tetapi hanya dalam hal — hal berikut:
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1. Jika sisuami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah
memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapakan
segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.

2. Jika karena tak adanya ketertiban. dan cara yangbaik dalam mengurus
harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan
guna segala apa yang menurtit hukum menjadi hak isteri, akan menjadi
kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta
kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989 memungkinkan meletakkan sita maritaal

terhadap barang — barang yang menjadi hak suami atau yang menjadi hak isteri.

Retnowulan sutantion mengemukakan bahwa sebenarnya pasal 24 (2c) PP

No. 9 tahun 1975, mengenal semacam sita maritaal, yaitu pengadilan Agama atau
pengadilan negeri atas permohonan pihak penggugat atau tergugat dalam hal di
anggap perlu untuk menjamin hak suami atau isteri dapat menentukan hal — hal
yang perlu selama gugatan perceraian berlansung.(S.Marbun, 1992, hal. 95-97)
Menurut penulis, Pelaksanaan yang dilakukan dengan pembagian sepihak
tanpa adanya pemberitahuan dalam. pelaksanaanya adalah suatu hal yang
menyimpang dari keputusan hakim dalam pertimbang hukum nya pada perkara
no: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr, bahwa karena harta bersama tersebut sebagianya
ada pada penggugat dan sebagianya lagi ada pada tergugat sebagaimana terurai
diatas, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
membagi harta bersama tersebut secara bersama — sama dan kemudian

menyerahkan kepada yang berhak sesuai porsi masing — masing. Jika harta
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tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara
lelang atau dengan musyawarah kedua belah pihak, dan selanjutnya masing —
masing pihak berhak menerima seperdua dari nilai penjualan tersebut, namun
pada fakta dilapangan kedua belah pihak tidak dapat mengindahkan keputusan
dari hakim secara sempurna mengenai pelaksanaan pembagianya.

2. faktor penghambat pelaksanaan-Pembagian Harta Bersama Akibat

Perceraian dalam putusan perkara no: 0025/pdt.G/2017/PA.Pbr.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sukino selaku sebagai kuasa
hukum dari pthak penggugat menyatakan, terkait mengenai faktor penghambat
dalam pelaksanaanya. Sebenarnya dalam proses pelaksanaannya tersebut, pihak
tergugat harus = lebih terbuka mengenai keberadaan objek benda bergerak
tersebut. Sehingga upaya dalam perhitungan pembagian sama rata 50: 50 dapat
terlaksanakan dalam pembagiannya. Hal-ini sudah diputuskan oleh hakim dalam
pasal 97 KHI menyatakan janda atau duda cerai hidup masing — masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan, mengenai dasar hukum tersebut seharusnya pihak tergugat dapat
mengindahkan dari putusan hakim. Hal lain" yang membuat hambatan dalam
pelaksanaan nya adalah ucapan dari pihak tergugat yang akan melakukan banding
terhadap putusan dari hakim, Namun pada kenyataan nya pihak penggugat belum
adamendapatkan memori banding sampai saat ini. Berarti pihak tergugat
mengabaikan hasil dari pada putusan hakim bahkan sudah melewati 14 hari

putusan dari hakim.(Wawancara Dengan Bapak Sukino Selaku Sebagai Kuasa
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Hukum Penggugat Pada Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr , pada Tanggal

24 Januari 2019)

Menurut penulis, seharusnya para pihak baik pihak penggugat maupun dari

putusan oihakyang tusan hakim.
Maka hal yan I ) aitu banding,
tanpa mengaba 2} : erkekuatan hukum

tetap. Sehi

an, maka para

pihak itu d > G 1 2mbatalan putusan

.m t ““ awanan terhadap putusan verstek,
banding, dan kasasi

(2) Upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan
peninjauan kembali.(S.Marbun, 1992, hal. 149)

Permohonan banding tersebut dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Khusus di pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dinyatakan

tertulis pasal 123 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986.
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Seseorang ataupun kuasa yang mengajukan banding harus terlebih dahulu

menanda tangani akte banding dikepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang

mengadili perkara itu.

untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.
Memori banding adalah suatu risalah yang diajukan oleh pembanding
terhadap hal — hal yang dimohonkan untuk dibatalkan terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama.

68



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Di dalam memori banding tersebut diuraikan tentang keberatan — keberatan
terhadap putusan pengadilan tersebut baik menyangkut dasar pertimbangan

peristiwanya maupun dasar pertimbangan hukumnya.

tenggang
dinyatakan bz

Berda

sebagai pih

dari harta

1. unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Zebra Espass dengan nomor
polisi BM 1818 AQ, berwarna silver, tahun pembuatan 2000, bahan
bakar bensin

2. 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi Bm 3357 NN, merk Honda,

type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2011, isi slinder 109, 1cc, warna
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hijau putih, nomor rangka MH1JBH118BK022141, nomor mesin
JBH1E 1022608, bahan bakar bensin.

3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM6739 LN, merk
kawasaki, type 1x150D. (D Tracker),tahun pembuatan 2015, isi slinder
150 cc, warna hitam, nomor rangka MMLX150DFJPCB715, nomor
mesin LX150CEPK2427, bahan bakar.bensin.

4. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BM 6402 NT ,merk
yamaha,type 1 UB B/T,tahun pembuatan 2012,isi slinder 113 cc,warna
merah marun,nomor rangka mesin MH31UB001CJ017970.

Benda — benda berikut di atas adalah benda yang surat kepemilikan nya
dikuasai oleh penggugat dan sudah ada dijadikan agunan dari salah satu benda
bergerak tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat mengenai proses
agunan yang dilaksanakan eleh pihak penggugat. Oleh sebab itu objek benda
tersebut di pertahankan oleh pihak tergugat, sampai adanya itikad baik dari pihak
penggugat untuk melakukan pembagian sama rata 50:50. Andaikatapun pihak
penggugat datang dengan itikad baik mengenai perhitungan pembagian harta
bersama, pihak penggugat harus mengembalikan kembali harta — harta yang telah
dilakukannya dengan pembagian sepihak termasuk surat —surat kepemilikan
benda bergerak , sehingga harta — harta tersebut dapat ditaksir nilai harga
keseluruhan nya agar tercapai pembagian 50:50.

Pembagian harta bersama ini biasanya dalam praktik agak sulit
dilaksanakan, karena terjadi perbedaan nilai/harga yang ditaksir oleh pihak

penggugat dan pihak tergugat, sehingga lupa dalam gugatan supaya dimohonkan
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kepada hakim, bahwa apabila pembagian dalam bentuk natura(barang) tidak dapat
dilaksanakan, supaya dijual lelang (melalui eksekusi lelang), dengan biaya yang
dibebankan kepada tergugat.(Sophar Maru Hutagalung, 2011, hal. 54)

Di dalam islam tidak ada.aturan secara-khusus bagaimana membagi harta
gono —_goni. Islam hanya memberikan rambu — rambu secara umum di dalam
menyelesaikan masalah harta bersama,-di antaranya, pembagian harta gono — gini
tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam al-

Qur’an disebut dengan istilah “as shulhu” yaitu perjanjian untuk melakukan
perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berselisih. Umpanya: suami
— istri yang sama — sama bekerja dan membeli barang — barang rumah tangga
dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian,
mereka sepakat bahwa istri memdapatkan 40% dari barang yang ada, sedang
suami mendapatkan 60%, ataul istri 50% dan suami 45% , atau dengan pembagian
lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua. Keharusan
untuk membagi sama rata , yaitu masing - masing mendapatkan 50%, seperti
dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa

dipertanggungjawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian
harta gono- gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara kedua belah
pihak.(Dedi Susanto, 2011, hal. 159-160)

Pembagian harta gono-gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan
pasca pasangan suami itu berpisah (bercerai). Islam mengajarkan kepada umat
manusia agar menyelesaiakan permasalahan kehidupan di dunia dengan keadilan,

termasuk dalam hal pembagian harta gono — gini.
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Jika masalah ini tidak diselesaikan secara adil, hanya akan menyebabkan
perseteruan atau percekcokan di antara mereka. Siapapun yang akan menikah

tentu tidak terpikir bahwa perkawinan mereka akan berakhir di tengah jalan.

lapangan kepada kedua belah pihak terkait mengenai pelaksanaan maupun
mengenai hambatan dalam pembagian harta bersama tersebut, Dikarenakan tidak
mampunya keduabelah pihak untuk melaksakannya secara mufakat kedua belah
pihak seharusnya mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta bersama yang

sudah ditetapkan pembagiannya.
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BABIV
PENUTUP

A. Kesimpulan

dilakukan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yaitu

mengajukan gugatan harta bersama sesuai dengan menurut hukum
nya masing —masing . Dalam pengajuan gugatan harta bersama, para
pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohon sita
jaminan ataupun sita maritaal kepada pengadilan Agama, sehingga

harta — harta yang yang dimohonkan tidak terjadi yang namanya
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terjual atau sudah berpindah tangan dari salah satu pihak yang di

gugat. Apabila pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak

mengajukan permohonan sita maritaal didalam gugatan nya, maka

1. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dalam
upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya
harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian 50:50 di indahkan

sesuai dari putusan hakim.
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2. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk

kedepannya mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati

dan dilakasanakan atas apa yang telah putuskan.
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